BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang
menjalankan tugas pengawasan terhadap koperasi dengan cara mengawasi
perkembangan kegiatan koperasi secara teratur melalui peningkatan
manajemen koperasi. Ini mencakup aspek kelembagaan, operasional, dan
keuangan koperasi, peningkatan modal, evaluasi kesehatan koperasi,
pendidikan dan pelatihan untuk anggota, serta pemberian tindakan
administratif. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan
koperasi melibatkan pembinaan, pemantauan, dan pemeriksaan secara

teratur.

2. Dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di Kota
Padang, Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM menghadapi
beberapa hambatan. Ini meliputi ketidakdisiplinan pengurus koperasi
dalam menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap
tahun, adanya oknum pengurus koperasiyang menyalahgunakan koperasi
untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan kurangnya intensitas
pengawasan daripihak Dinas Koperasi dan UKM terhadap koperasi
simpan pinjam.Untuk mengatasi masalah kurangnya intensitas pembinaan
dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di daerah, yang
disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai dan keterbatasan anggaran,
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mengusulkan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan anggaran.

B. Saran

1.

Penting bagi satuan tugas pengawasan untuk menjalankan tugas mereka
dengan tegas, karena kurangnya kontrol pengawasan dari pemerintah
melalui satuan tugas tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya
penyimpangan. Dengan demikian, untuk masa depan, peluang terjadinya

penyimpangan dalam koperasi simpan pinjam dapat diminimalkan.

Untuk memastikan bahwa satuan tugas pengawasan di Dinas Koperasi
dan UKM Kota Padang beroperasi dengan maksimal, diperlukan
kerjasama dari berbagai pihak terkait, termasuk pengurus, pengawas,
pengelola, anggota, dan pemerintah setempat yang diwakili oleh Dinas

Koperasi.
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